66

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Kajian ini dimulai dari landasan teori umum (Grand Theory) berupa administrasi publik (Public administration) yang memiliki keterkaitan dengan teori antara (Middle Range Theory) Perilaku Organisasi (Organization behavior). Middle Range Theory tersebut merupakan induk keilmuan dari teori aplikasi (applied theory) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: budaya organisasi dan koordinasi yang bermuara pada kinerja pegawai, keterkaitan teori tersebut baik antara grand theory dengan middle theory serta applied theory, maupun keterkaitan antar variabel.
Pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu dikemukakan kajian pustaka berupa teori yang membahas tentang konsep administrasi publik sebagai grand theory, dilanjutkan pembahasan mengenai perilaku organisasi yang merupakan middle range theory serta pembahasan mengenai budaya organisasi,  koordinasi dan kinerja pegawai sebagai operasional theory, setelah pembahasan tersebut dikemukakan pula kajian empirik berupa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti lain yang ada relevansinya seperti dijelaskan dibawah ini:


Sumber: Pfiffner dan Prestus (1953 : 54), Gibson  (1995:215), Silalahi (2011:39), Robbins (2008 :256), Stoner (2003:13) dan Mitchel dalam Sedarmayanti (2001:51)

Gambar 2.1.
Alur pikir tentang hasil-hasil penelitian, Administrasi Publik, Budaya Organisasi, Koordinasi dan Kinerja Pegawai. (diolah oleh peneliti)
2.1.1  Konsep Administrasi Publik.

Mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama, secara efektif perlu dibuat suatu rangkaian kegiatan yang terarah, terukur dan terencana. Untuk itu perlu dituangkan suatu pedoman yang disepakati bersama termasuk wewenang dan tanggung jawabnya.  
Administrasi dalam suatu organisasi dapat memberikan arah dalam mencapai tujuan, karena didalamnya terdapat berbagai data dan informasi yang dipergunakan  menggerakan dan mengawasi berbagai kegiatan dari beberapa orang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (1994:3), yang menyatakan : “Keseluruhan proses kerja sama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalistas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”. Pendapat di atas menggambarkan bahwa administrasi merupakan interaksi antar dua manusia untuk saling bekerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan.
Robbins (1994:6) menyatakan : “Administration is the universal process of efficiently getting activities completed with and through other people”. (Administrasi adalah keseluruhan proses dari aktifitas-aktiifitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirinci beberapa ciri pokok untuk disebut sebagai administrasi, yaitu : Sekelompok orang, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang; Kerja sama, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama; Pembagian tugas, yaitu kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian tugas/kerja yang jelas; adanya tujuan bersama, yaitu sesuatu yang diinginkan merupakan tujuan yang telah disepakati bersama.
Administrasi publik intinya bertujuan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Menurut Sugandha (1995:12) pengertian administrasi publik adalah: 

Seluruh proses kegiatan penetapan sasaran-sasaran serta pelaksanaan tercapainya dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia secara berdaya guna untuk mewujudkan tujuan Negara yang dilakukan secara bekerjasama dengan melalui orang-orang baik individu maupun berkelompok secara terkoordinasi.

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pentingnya koordinasi dalam memadukan kegiatan dengan menetapkan sasaran terlebih dahulu, sehingga menghasilkan suatu kerjasama dengan melibatkan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut Siagian (2002:8) mengemukakan bahwa: Administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam upaya mencapai tujuan Negara”.
Hal ini berarti pada dasarnya administrasi publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Negara melalui aparaturnya sebagai alat pencapaian tujuan Negara. Sebagai suatu proses dalam pencapaian sasaran maka administrasi publik perlu melibatkan semua sumber daya yang dibutuhkan dan semua pihak yang berkepentingan baik secara individu maupun kelompok dengan upaya yang terkoordinasi.
Pencapaian tujuan Negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin rasa keamanan bagi warga Negara dengan memperhatikan budaya dari masing-masing  individu dan kelompok yang merupakan nilai-nilai dan norma yang dibawa oleh individu  dalam kehidupan organisasi dan dijadikan pedoman oleh organisasi untuk kelancaraan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, sehingga pada akhirnya menjadi budaya organisasi.
2.1.2. Konsep Organisasi.

Organisasi bukan semata-mata sebagai alat dalam menyiapkan dan menyediakan barang dan jasa akan tetapi dalam rangka menciptakan lingkungan kerja dimana para pegawai melaksanakan pekerjaan dan mempunyai pengaruh kepada perilaku para pegawai tersebut dalam mencapai tujuan, dengan demikian organisasi dapat dijelaskan sebagaimana pendapat Gibson et al ( 1984 : 3 ) bahwa : “ organisasi itu mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara lebih efesien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama “.
Memperhatikan pendapat di atas dapat dipersepsikan bahwa organisasi adalah sekumpulan individu yang secara bersama-sama yang tergabung dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dikehendaki dalam kesamaan persepsi dan keinginan tergabung menjadi organisasi, organisasi ini mengalami perkembangan dan tujuan sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri mengikuti perkembangan jaman.
Organisasi dapat menghasilkan suatu karya tergantung dari hasil karya individu dan kelompok dan pemimpin suatu organisasi tentunya harus mencapai dengan kualitas yang baik dan memuaskan, disamping itu masyarakat mengevaluasi hasil karya organisasi tersebut, demikian pula dengan organisasi publik yang lebih berorientasi pada pelayanan publik bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat senantiasa mendapatkan penilaian setiap saat.
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa organisasi adalah bekerja secara bersama-sama jadi dalam organisasi individu tidak bekerja sendirian atau terpisah dari orang-orang yang ada dalam organisasi melainkan secara berkelompok, dalam beberapa kasus berusaha untuk mempelajari berbagai karakteristik individu dalam or telah mengerjakan hal yang sama, mereka benar-benar bekerja dan bergaul ganisasi dengan meneliti kebiasaan dan perilaku untuk menemukan bagaimana individu bekerja secara berkelompok dapat mencapai tujuan organisasi secara optimal, sebagaimana dikemukakan oleh Gibson et al (1984 : 13) bahwa : “ beberapa ahli riset keorganisasian telah mengerjakan hal sama, mereka benar-benar bekerja dan bergaul dengan kelompok karyawan yang mereka teliti laporan semacam itu biasanya berbentuk studi kasus “.
Studi kasus yang dijalankan ini tentunya tidak seluruhnya menunjukan ke arah yang sama atau yang diharapkan karena adanya keterbatasan baik dari individu itu sendiri atau organisasi sebagaimana Gibson et al menyampaikan keterbatasan utama dari pendekatan studi kasus untuk memperoleh pengetahuan tentang berfungsinya organisasi ( 1984 : 14 ) yaitu :

1. Jarang sekali anda dapat menemukan dua kasus yang betul-betul dapat diperbandingkan dari segi ciri-ciri utamanya, dengan perkataan lain dalam perusahaan lain yang berbeda besarnya, faktor-faktor yang sama mungkin tidak menimbulkan pemogokan.

2. Jarang sekali penelitian study kasus dapat diulangi atau hasilnya dapat diuji.

3. Penemuan yang berarti tergantung pada interpretasi subyektif dari ahli riset, berusaha menguraikan kenyataan tetapi kenyataan ini dirasakan oleh satu orang saja, ahli riset mempunyai pelatihan, prasangka dan pendapat yang diperoleh sebelumnya secara tidak sengaja dapat mempengaruhi laporannya.

4. Hasil studi kasus didasarkan pada satu sampling saja, maka kemampuan untuk membuat generalisasi ,mungkin sangat terbatas.
 Adapun yang bertanggung jawab atas hasil karya organisasi adalah pemimpin, tanggung jawab yang disertai dengan wewenang yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk memaksimalkan organisasi dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber dana dan daya yang tersedia, semua itu memberikan arah bagaimana suatu organisasi dapat berjalan secara efektif dimana efektivitas ini terdiri dari beberapa tingkat, sesuai denganpendapat Gibson et al ( 1984 : 25 ) yaitu :
1. Efektivitas individu, menekankan hasil karya karyawann atau anggota tertentu dari organisasi, tugas yang harus dilaksanakan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi, prestasi kerja individu dinilai secara rutin lewat proses evaluasi hasil karya yang merupakan dasar bagi k,enaikan gaji, promosi dan imbalan ,lain yang tersedia dalam organisasi.

2. Efektivitas kelompok, jumlah kontibusi dari semua anggotanya.

3. Efektivitas organisasi, terdiri dari individu dan kelompok, namun demikian efektivitas organisasi adalah lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan kelompok lewat pengaruh sinergitas organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang tinggi tingkatnya daaripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. 
Memperhatikan hubungan ketiga efektivitas tidaklah harus merupakan bentuk khusus akan tetapi hubungan antara ketiganya berubah-ubah tergantung dari faktor-faktor seperti jenis organisasi, pekerjaan yang dilaksanakan dan teknologi yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk itulah adalah menjadi tugas seorang pemimpin untuk mengetahui dan memahami yang menjadi sebab untuk meningkatkan efektivitas organisasi.
2.1.3. Konsep Manajemen.
Kehidupan manusia dalam kenyataan pada umumnya didasarkan atas kerjasama manusia untuk, selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan kadang tidak dapat dicapai secara individu melainkan dilakukan secara bersama dengan membentuk kelompok ketika masyarakat bekerja bersama untuk pencapaian tujuan dibutuhkan adanya manajemen, pengertian manajemen dalam tataran praktis sebagaimana dikemukakan Silalahi ( 2011 : 3 ) adalah sebagai berikut :

1. Management is getting things done through other people yang menekankan kerja tim, delegasi dan hasil.

2. Management is partly an art partly a science, mengakui presensi dari inuitif, keterampilan subyektif dalam proses manajemen dan pertumbuhan pentingnya pengetahuan yang teruji sebagai satu petunjuk untuk keputusan dan tindakan manajerial.

3. Management is an academic and profesiohal discipline, ,menyatakan bahwa satu badanpengetahuan yang dapat diajarkan diperlukan untuk pelajaran sekolah, lembaga dan institusi-institusi, itu meliputi ,kemungkinan bagi pengembang manajemen sebagai suatu profesi.

4. Management is a collective noun used to refer to the entire management group of an organization, istilah tepat untuk menggambarkan a body of managers  sebagai suatu keseluruhan.
5. Management is the performance of the critical functions essential to the success of an organization, secara esensial menyatakan bahwa manajemen adalah apa yang ,manajer kerjakan dalam pelaksanaan peranan mereka sebagai manajer.

Pemahaman pendapat tersebut di atas bahwa pada dasarnya manajer tidak bisa bekerja sendiri akan tetapi melibatkan individu dalam organisasi keberhasilan manajer berkat adanya keberhasilan individu, manajemen berhubungan dengan cara, keterampilan dan model yang relevan dengan masalah-masalah yang dihadapi dan meningkatkan kemampuan manajer untuk, mendeskripsikan pekerjaan, prediksi tentang fenomena manajemen untuk menghasilkan manajemen yang baik dalam mencapai tujuan.
Sebagaimana dikemukakan Silalahi ( 2011 : 13 ) bahwa manajemen membimbing kearah yaitu : 
“ pertama pada deskripsi suatu organisasi dan manajemen yaitu apa yang telah atau akan terjadi, tahap kedua menjadi lebih memperhatikan perhatian “ why “  ketika anda mengidentifikasikan mengapa turnover tersebut terjadi, tahap ketiga dapat melakukan prediksi melalui deskripsi dan penjelasan sebagai contoh jika anda menemukan bahwa lebih banyak turnover dilakukan oleh karyawan yang tidak puas bekerja, maka anda dapat memprediksi peningkatan kepuasan kerja sebagai cara untuk mengeliminasi kasus turnover “. 
Ungkapan di atas dengan ketiga tahapan tersebut menjelaskan bahwa praktek-praktek manajemen yang benar sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif dan secara efesien, tujuan utama dari manajemen adalah efekrivitas organisasi dan memuaskan kebutuhan masyarakat, dengan demikian manajemen merupakan pedoman bagi pemimpin untuk lebih baik lagi menuntun dan membawa organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Fungsi-fungsi manajemen seiring dengan perkembangan jaman mengalami perubahan sesuai dengan ahli yang dikemukakan serta kondisi, fungsi manajemen adalah goal directed, interrelated dan interdependent, manajer berfungsi sebagai perencana, menentukan tujuan yang akan dicapai, sebaagai pengorganisasian,, menentukan tugas-tugas dan merancang pekerjaan yang perlu dikerjakan agar tercapai tujuan organisasi. Silalahi ( 2011 : 42 ).
Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan Silalahi ( 2011 : 42 ) terdiri dari :

1. Planning  ( Perencanaan ),manajer melaksanakan fungsi perencanaan untuk menentukan tujuan, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan.

2. Organizing (Pengorganisasian), manajer melaksanakan fungsi pengorganisasian untuk mengatur pekerjaan setiap orang atau unit untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional, pengorganisasian merupak,an proses ,mengatur dan mengalokasi tugas-tugas, wewenang, peran-peran termasuk koordinasi hubungan-hubungan antar bagian baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu struktur organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

3. Resourcing (Pengaturan sumberdaya), pengaturan sumberdaya untuk, memfasilitasi sumberdaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan pencapaian tujuan organisasi.
4. Communicating (Pengkomunikasian), agar semua informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, otoritas dan tanggung jawab, pola-pola hubungan antar unit, serta sumberdaya yang tersedia diketahui dan dipahami oleh setiap orang .

5. Leading ( kepemimpinan ), manajer menjalankan fungsi pemimpin agar setiap orang yang melalui atau dengan siapa manajer mencapai tujuan bertindak dan berperilaku sesuai dengan harapan, manajer mempengaruhi atau menggerakan perilaku manusia anggota organisasi baik secara individual atau tim.

6. Motivating ( pemotivasian ), dorongan dari dalam diri individu berdasarkan mana ia berusaha dan berperilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya.

7. Controlling ( Pengendalian ), fungsi pengendalian secara terus menerus untuk mengetahui apakah pegawai mengerjakan tugas mereka sesuai dengan apa yang telah direncakan dan merupakan proses pengukuran pelaksanaan kerja, membandingkan hasil dengan standar organisasi dan tujuan.

Ungkapan di atas menjejelaskan bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dan material lainnya dan pelaksanaan tugas-tugas operasioanal sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efesien maka perspektif fungsi-fungsi manajemen merupakan pilihan untuk menjalankan manajemen secara optimal dan  fungsi-fungsi tersebut merupakan satu kesatuan satu sama lain saling mempengaruhi dan dilaksanakan secara terintegrasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.Hal ini sebagaimana dikemukan oleh Bittel dalam Silalahi ( 2011 : 45 ) yaitu :
“ Management can usefully be viewed as a network of interrelated functional responsibilities. They are not a sequence of activities but rather a set of interacting activities that constitute a whole. One can single out a particular function only for analytical or descriptive pupose, but it should be recognized that activity in one function has impact on one of more of the other function “
Pendapat tersebut menjelaskan bahwa fungsi-fungsi manajemen menunjukan saling hubungan, saling tergantung dan saling mempengaruhi hal ini dapat digambarkan jika rencana telah disusun barulah struktur organisasi dirancang sede,mikian rupa agar tiap tugas dan hubungan antar unit organisasi dapat merealisasikan rencana. Jika struktur organisasi telah dirancang maka manajer menyediakan sumberdaya manusia dengan kualifikasi yang tepat untuk menempati tiap posisi dalam struk,tur organisasi dan yang mengerjakan berbagai tugas.
Kemudian individu atau kelompok bekerjasama dalam organisasi digerakan dan diarahkan agar bertindak atau bekerja efektif untuk mencapai tujuan, akhirnya semua aktivitas atau operasi organisasi dikontrol untuk mengetahui sejauhmana hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Untuk itu fungsi-fungsi manajemen satu sama lain tidak mungkin dipisahkan secara kaku, ketujuh fungsi manajemen itu ditujukan untuk mengelola kerja dan mengelola sumberdaya ,keduanya berhubungan dengan apa yang harus dicapai, apa yang harus dik,erjakan, bagaimana susunan pekerjaan dan cara mengerjakan, siapa yang mengerjakan dan bagaimana hasil pekerjaan.   
2.1.4. Konsep Budaya Organisasi

Konteks budaya organisasi mempunyai pengaruh pada perilaku masing-masing individu yang membawa nilai-nilai dan kepribadian menjadi ciri khas dalam organisasi itu. Sisi lain yang membedakan organisasi yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Schein dalam Luthans (2005:124) budaya organisasi adalah:

“Pada asumsi dasar diciptakan, ditentukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu saat mereka menyesuaikan diri dengan masalah-masalah eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja baik serta dianggap berharga, dank arena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang benar, untuk menyadari berfikir dan merasakan hubungan dengan masalah tersebut”.
Pendapat tersebut menyatakan bahwa budaya organisasi adalah merupakan asumsi dasar kelompok untuk menyesuaikan diri dan tidak saja seputar menyesuaikan diri tapi bagaimana kelompok tersebut cara memahami permasalahan-permasalahan yang timbul baik eksternal maupun internal, sehingga budaya organisasi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan.

Pendapat lain mengenai budaya organisasi dikemukakan oleh Martin dalam Luthans (2005:126) menyatakan bahwa:

“Saat Individu berhubungan dengan organisasi, mereka berhubungan dengan norma kepribadian” cerita orang-orang mengenai apa yang terjadi, aturan dan proses dari formal organisasi, perilaku formal, ritual, tugas, sistem gaji, bahasa dan lelucon yang hanya dimengerti oleh orang dalam dan sebagaimana elemen tersebut merupakan beberapa manifestasi budaya organisasi”.
Budaya organisasi merupakan sebuah sistem yang dipegang oleh anggota organisasi dan menjadi pembeda dengan organisasi lain, dikemukakan oleh Robbins and Judge penerjemah Angelica (2008:256) bahwa: “Kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi”.
Robbins And Judge. (2008:256) lebih lanjut mengemukakan tujuh karakteristik utama indikator kultur organisasi yaitu:

1) Inovasi dan keberanian mengambil resiko, sejauhmana karyawan di dorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko.

2) Perhatian pada hal-hal rinci, sejauhmana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis dan perhatian pada hal-hal rinci.

3) Orientasi hasil, sejauhmana manajemen berfikir lebih pada hasilketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu.

4) Orientasi orang, sejauhmana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada dalam organisasi.

5) Orientasi tim, sejauhmana kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu.

6) Keagresifan, sejauhmana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai.

7) Stabilitas, sejauhmana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingan pertumbuhan.

Menyimak pendapat tersebut, ketujuh karakteristik ini masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu, akan tetapi merupakan satu kesatuan dari kultur organisasi dan bagaimana individu-individividu dalam organisasi berperilaku serta memahami karakteristik budaya organisasi. Sementara itu pendapat lain yang berkaitan dengan perilaku individu dalam organisasi dikemukakan oleh Rivai (2004:256) bahwa:

“Budaya organisasi adalah apa yang karyawan rasakan dan bagaimana persepsi ini menciptakan suatu pola teladan kepercayaan, nilai dan harapan, budaya suatu pola telaahan dari pemikiran dasar ketika ditemukan atau yang dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai upaya kelompok untuk mengatasi permasalahan dari adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup lancar untuk menjadikan pertimbangan yang sah, dan oleh karena itu untuk mengajarkan ke anggota baru sebagai cara yang benar untuk merasa berpikir dan merasakan dalam hubungan dengan masalah-masalah”.
Menanggapi pendapat tersebut budaya organisasi merupakan suatu pola nilai, norma-norma yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas oleh semua karyawan  dalam  mengatasi permasalahan yang timbul dan bagaimana cara anggota organisasi baru untuk berperilaku dan mengatasi permasalahan yang timbul baik dari dalam maupun luar organisasi. Disamping itu  budaya organisasi mempunyai efek atau dampak terhadap nilai dan sikap yang berpengaruh baik individu, kelompok maupun organisasi, dan pada akhirnya individu dan kelompok dapat berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Rivai (2004:257) bahwa:

“Budaya organisasi melibatkan harapan bersama nilai-nilai dan sikap menggunakan pengaruh pada individu, kelompok dan proses organisasi. Pada sisi lain mempertahankan kumpulan spesifik dalam satuan prosedur berhadapan dengan pelanggan adalah norma, kemudian perilaku jenis ini akan diharapkan mengenali dan menghadiahi”.
Asumsi dari pemikiran tersebut menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan sikap yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua anggota organisasi serta mempunyai pengaruh terhadap individu maupun kelompok untuk berperilaku dalam organisasi. Sementara itu pendapat lain tentang karakteristik budaya organisasi dikemukakan oleh Luthan Fred penerjemah Yuwono et al (2006:125) bahwa budaya organisasi mempunyai sejumlah karakteristik penting yaitu:

1) Aturan perilaku yang diamati, ketika anggota organisasi berinteraksi satu sama lain mereka menggunakan bahasa, istilah dan ritual umum yang berkaitan dengan rasa hormat dan cara berperilaku.

2) Norma atau standar berperilaku mencakup pedoman mengenai seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan, yang dalam banyak permasalahan menjadi jangan melakukan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit.

3) Nilai dominan, organisasi mendukung dan berharap peserta membagikan nilai-nilai utama, contoh khususnya adalah kualitas produk tinggi, sedikit absen dan efisiensi tinggi.

4) Filosopi, terdapat kebijakan yang membentuk kepercayaan organisasi mengenai bagaimana karyawan dan atau pelanggan diperlakukan.

5) Aturan yaitu terdapat pedoman ketentuan berkaitan dengan pencapaian perusahaan, pendatang baru harus mempelajari teknik dan prosedur yang ada agar diterima sebagai anggotakelompok yang berkembang.

6) Iklim organisasi, merupakan keseluruhan perasaan yang disampaikan dengan pengaturan yang bersifat fisik cara peserta berinteraksi dan cara anggota organisasi berhubungan dengan pelanggan dan individu dari luar.

Menanggapi pendapat tersebut menunjukan karakteristik dan ciri khas masing-masing dalam membentuk budaya organisasi yaitu bagaimana individu berperilaku memahami, mentaati dan melaksanakan nilai-nilai sesuai dengan tuntutan organisasi sebagai ilustrasi bahwa budaya organisasi itu menunjukan, bagaimana organisasi dapat merancang bangun tempet bekerja karyawan, sehingga dapat menciptakan kenyamanan dan pada akhirnya meningkatkan kinerja pegawai. Disamping itu budaya organisasi dapat menciptakan budaya yang kuat sebagai nilai inti organisasi menjadi pedoman bagi para karyawan dan dipegang teguh. Sejalan dengan pendapat tersebut Robbins alih bahasa Angelica mengemukakan (2008:259) bahwa:

“Kultur yang kuat terdapat nilai-nilai inti organisasi dipegang teguh dan dijunjung bersama sesuai banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti dan semakin besar komitmenya mereka terhadap berbagai nilai itu, semakin kuat kultur tersebut. Salah satu hasil spesifik dari kultur yang kuat adalah menurunnya tingkat perputaran karyawan, kultur yang kuat menunjukan kesepakatan tinggi antar anggota mengenai apa yang diyakini organisasi, keharmonisan tujuan semacam ini membangun kekompakan, loyalitas dan komitmen organisasi”.
Dengan pengertian tersebut menunjukan bahwa budaya organisasi yang kuat akan berpengaruh kepada perilaku individu-individu yang ditimbulkan oleh adanya rasa kebersamaan dan usaha individu untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan memahami bagaimana berperilaku dan memberikan pelayanan.
2.1.5. Konsep  Koordinasi

Koordinasi adalah suatu istilah yang sering dipakai dalam berorganisasi baik itu organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan dan suatu istilah yang banyak dikenal oleh semua kalangan dalam rangka untuk menyatukan dan menyamakan persepsi untuk pelaksanaan suatu kegiatan yang menentukan siapa yang bertanggungjawab terhadap suatu kegiatan tersebut. Berkaitan dengan pernyataan tersebut di atas sejalan dengan pendapat Kartasasmita (1997:61) bahwa: “koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai badan serta di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi “.
Berkaitan dengan pendapat ahli tersebut peneliti melihat bahwa penekanan dari koordinasi tersebut adalah pengaturan tata hubungan untuk terciptanya kesatuan tindakan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Pendapat lain yang hampir sama pengertiannya dikemukakan oleh Farland (1979:186) adalah: "Coordination is the process whereby an executive develops an orderly patterns of group efforts among his subordinates and secure unity of action in the pursuit of common purpose". Pendapat para pakar tersebut mencirikan bahwa koordinasi itu sebagai suatu pengaturan dan sebagai suatu proses dalam mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur dalam menciptakan kesatuan tindakan. Selanjutnya Farland (1979:188) menetapkan lima ciri-ciri koordinasi sebagai berikut:
1. Tanggung jawab pada koordinasi adalah terletak pada pimpinan. yaitu pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerja sama (cooperation) merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi. 

2. Proses (continues process), yaitu suatu pekerjaan seorang pimpinan yang bersifat kesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan balk.
3. Pengaturan secara teratur yaitu usaha kelompok, maka individu yang bekerja sama, menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih (overlapping), kekaburan (confusion) dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.
4. Kesatuan tindakan. merupakan inti dari pada koordinasi, bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha setiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian didalam mencapai hasil. 
5. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (common purpose). Kesatuan usaha untuk meminta pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok.
Pembagian pekerjaan melalui koordinasi dari berbagai orang atau unit kerja dapat tersusun menjadi satu kebulatan yang terintegrasi dengan cara yang seefektif mungkin. Selain itu pendapat yang mengemukakan bahwa koordinasi dilihat secara fungsional adalah dari Ndraha (2003:290) berpendapat: “unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi". 
Dilihat dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakan, menyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan.

Ungkapan lain disampaikan oleh Koontz dan O Pomel (1996:656) yang menterjemahkan koordinasi sebagai "Achieving harmony of individual and group effort toward the accomplishment of group purposes and objectives". Secara esensial, ungkapan tersebut mengandung makna bahwa koordinasi sebagai pencapaian keselarasan dari usaha individu dan kelompok ke arah pencapaian maksud dan tujuan kelompok. Penguatan atas pandangan ini disampaikan oleh Stoner dan Freeman. (1986:263) yang menandaskan bahwa "Coordination is the process of integrating the objectives and activities of the separate units (departements or junctional areas) of an organization in order to achieve organizational goals efficiently". Dengan demikian, pandangan ini melihat koordinasi sebagai proses menyatu padukan tujuan-tujuan dan kegiatan dari unit-unit kerja atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien.

 Berkaitan dengan pandangan bahwa koordinasi dilihat dari segi fungsional dikemukakan oleh Paembonan (1994:243) bahwa beberapa fungsi koordinasi sebagai berikut:
(1) fungsi administrasi dan manajemen sekaligus sebagaifungsi organik pimpinan, (2) pengendali fungsi-fungsiadministrasi dan manajemen lainnya agar tetap berjalan pada rel kearah pencapaian tujuan organisasi (3) menciptakan integrasi dansinkronisasi kegiatan organisasi kearah pencapaian tujuan, (4)menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan organisasi, (5) melancarkan mekanisme kerja organisasi, (6) menjaga kelangsunganhidup organisasi, (7) mengatur pembagian tugas, wewenang dantanggung jawab dalam organisasi, (8)  pengimbang terhadap penerapan prinsip spesialisasi dalam organisasi, (9) mengatasi sifat egoisme dari suatu bidang tugas, unit kerja, departemen atau organisasi tertentu, (10) menciptakan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Pendapat di atas menunjukkan bahwa koordinasi merupakan fungsi penting, khususnya dalam administrasi untuk mencapai tatanan kerja yang telah ditentukan organisasi bagi keberhasilannya dalam mencapai tujuannya. Adapun pemahaman koordinasi dilihat dari tujuan dikemukakan oleh Ndraha (2003:295) yang menandaskan sebagai berikut:

Pertama menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dankesinambungan antar berbagai kegiatan dependen organisasi. Kedua,  mencegah konflik dan menciptakan efisiensl setinggi-tingginyamelalui kesepakatan-kesepakatan semua pihak yang bersangkutan. Ketiga, menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsiveantisipatif agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak olehkeberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dankomunikasi yang efektif.
Pemahaman peneliti terhadap ahli tersebut di atas pada dasarnya koordinasi menekankan pada penyelarasan dan singkronisasi untuk menghindari terjadinya konplik sehingga dengan koordinasi tersebut lebih mengarah kepada efektifitas dan efisiensi unit kerja masing-masing. Sedangkan tinjauan koordinasi dari aspek yang mendasarinya dikemukakan oleh
Soerjono (1996:32) mengingatkan kepada pimpinan organisasi bahwa:

a. Kegiatan yang terintegrasi dalam usaha holistic dapat diwujudkan melalui koordinasi diantara bagian-bagian manajemen, sehinggaperlu diperkuat dari pandangan sektoral.

b. Pencapaian tujuan organisasi hanya akan berhasil, apabila didukung oleh pandangan interdepedensi dan holistik,.
Memperhatikan pandangan di atas suatu kegiatan yang terintegrasi melalui koordinasi dalam suatu organisasi melalui bagian-bagian akan menghasilkan suatu hasil yang maksimal, dengan demikian kegiatan tidak dilaksanakan secara sektoral, akan tetapi didukung dengan kesatupaduan untuk tercapainya tujuan organisasi.

  Hal senada dikemukakan oleh Tripathi & Reddy (1983:93) yang menandaskan bahwa:  "kebutuhan akan koordinasi timbul, sebagai akibat dari: (a) adanya pembagian kerja dalam organisasi, (b) keadaan saling bergantung dari unit-unit, (c) kepentingan perorangan versus kepentingan organisasi. 

Ungkapan di atas, mengisyaratkan bahwa fungsi koordinasi memegang peranan penting dalam organisasi untuk menjaga agar pelaksanaan berbagai kegiatan atau fungsi, tugas dan pekerjaan berbagai unit kerja yang bersifat spesialisasi ini tetap terjaga konsistensinya dan kesinambungannya, keserasian dan keterpaduannya ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”.
Penguatan atas pandangan di atas, Soerjono (1996:35) mengemukakan pentingnya mengkoordinasikan bagi seorang manajer, sebagai berikut:

“Potensi utama manajemen dilihat dan segi organisasi yaitu mengkoordinasikan melalui tujuan, dan koordinasi diantara bagian​-bagian organisasi. Manajer dibutuhkan untuk mengkoordinasikan sumber-sumber yang cerai-berai yang jumlahnya selalu terbatas, seperti: men, material, money, machine, method, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi intinya, tugas manajer adalah mengkoordinasikan kegiatan dan sumber-sumber organisasi”.
Berangkat dari pemikiran di atas, maka dapat diketahui bahwa keterpaduan berbagai aktivitas atau kegiatan dalam organisasi termasuk di lingkungan pemerintahan, baik dinas, badan, kantor maupun sekretariat sesungguhnya sangat tergantung pada kemampuan pimpinan dalam mengkoordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan tersebut. Namun demikian, harus dipahami bahwa untuk mencapai kegiatan yang terkoordinasi dibutuhkan kemampuan pimpinan dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip koordinasi yang efektif dan kontekstual. Sehubungan dengan hal ini, Stoner and Freeman (1986:45) berpendapat bahwa:

“Melalui fungsi koordinasi memberi kemungkinan bagi para. manajer untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas, dan menekankan bahwa aktivitassetiap segmen organisasi mempengaruhi aktivitas segmen lainnya,dengan tingkat pengaruh yang berbeda-beda, memperlihatkandinamika dan saling ketergantungan alami dari organisasi, serta salingketergantungan fungsi-fungsi manajemen”.
Dengan demikian fungsi koordinasi juga memberikan gambaran tentang organisasi secara keseluruhan dan bagian yang lebih luas untuk mempengaruhi aktivitas-aktivitas dengan tingkat yang berbeda-beda dimana fungsi organisasi tersebut saling melengkapi. Sementara itu, Mooney dan Reiley dalam Sugandha (1991:16) mengemukakan sebagai berikut:

1. Susunan yang teratur daripada usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama;

2. Adanya proses yang berupa semua kegiatan yang dapat dirancang dalam rangka menciptakan kesatuan arah dan kegiatan. Hasil proses ini berupa koordinasi yang berhasil guna;

3. Adanya delegasi kewenangan kepada bawahan yang hasilnya berupa definisi fungsional penugasan kewajiban yang harus dilaksanakan;

4. Adanya efek fungsional yang merupakan hasil akhir dari koordinasi yang berarti adanya kewajiban dan tanggung jawab orang-orang di dalam organisasi..
Penerapan koordinasi bagi setiap organisasi mempunyai manfaat besar, apalagi yang kompleks atau banyak fungsi seperti organisasi pemerintah daerah,  yang justru koordinasi itu sangat diperlukan agar unit organisasi atau dinas daerah  dalam pelaksanaan otonomi daerah terjadi keterpaduan, keselarasan dan kesamaan tindakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah untuk menuju tercapainya tujuan secara efektif.

Prinsip-prinsip yang melekat dalam koordinasi menurut Sugandha (1991:47) adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan atau kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.

2. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.

3. Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.

4. Adanya saling tukar informasi dari semu0a pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.

5. Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama.

6. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-masalah yang dihadapi oleh semua pihak.

7. Adanya saling hormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.
Melihat ketujuh prinsip-prinsip dari koordinasi tersebut menjadi jelas yaitu mencakup secara lengkap mengenai pelaksanaan organisasi mulai dari kesepakatan sampai dengan saling hormati terhadap wewenang, dengan demikian begitu pentingnya koordinasi dalam suatu organisasi. Pendapat lain dikemukakan Kootter, John P & Haskett, James L (1997:490) berpendapat bahwa prinsip-prinsip koordinasi tersebut hanya cukup meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip efisiensi

2. Prinsip kesatuan arah dan tujuan

3. Prinsip prevasitas, koordinasi memasuki segenap kegiatan manajemen dan pelaksanaan.

4. Prinsip ketepatan penggunaan alat koordinasi 
5. Prinsip dari koordinasi yang strategis.
Prinsip efisiensi dimaksudkan bahwa koordinasi harus berjalan dengan efisien, artinya bahwa pengkoordinasian yang dijalankan harus menghindari diri dari dana, daya dan sarana. Prinsip kesatuan arah dan tujuan bahwa dalam kegiatan administrasi, koordinasi ini merupakan suatu usaha untuk menyatukan dan menyelaraskan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang yang terlibat didalamnya. Dengan prinsip ini dimaksudkan segenap kegiatan yang dilakukan oleh unsur pimpinan sampai unit-unit pelaksana harus terarah dan terintegrasi sehingga kesimpangsiuran, duplikasi jabatan dan kekosongan kerja dapat dihindarkan. Prinsip prevasivitas yaitu bahwa pengkoordinasian harus dilakukan dan memasuki segenap kegiatan administrasi, mulai dari perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan dan pengawasan.
Prinsip ketepatan penggunaan alat koordinasi yaitu bahwa dalam setiap kegiatan administrasi yang dimulai dari perencanaan sampai kepada pengawasan harus benar-benar dilakukannya, bahwa dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya maka segala bentuk kegiatan akan lebih jelas. Prinsip koordinasi yang strategi yaitu bahwa koordinasi harus dijalankan sesuai upaya pencapaian tujuan. Dalam hal ini pengkoordinasian yang dilakukan harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan situasi termasuk nilai-nilai yang ada dalam masyarakat agar tidak terjadi benturan-benturan yang sekiranya dapat menghambat koordinasi.
Sifat koordinasi pengaturan kerjasama ke atas dan ke bawah melalui kegiatan kerjasama antar unit organisasi secara terkendali. Soedjadi (1997:6) berpendapat bahwa "untuk membina koordinasi antar pejabat atau pihak yang terkait dalam pelaksanaan misi organisasi diperlukan keterpaduan kerja dan hubungan kerja timbal balik antara mereka. Lebih lanjut dijelaskan oleh Stoner and Freeman (1996:12) bahwa seberapa jauh koordinasi yang diperlukan, tergantung pada pekerjaan yang dilakukan dan tingkat saling ketergantungan dari orang-orang​ dalam berbagai unit yang melaksanakan tugas. Selanjutnya, koordinasi dapat pula terjadi diantara orang-orang yang bekerja pada organisasi yang berbeda.
Pada sisi lain, Syafrudin (1993: 84) menandaskan bahwa:
Koordinasi dapat dilakukan baik menurut artian prosedural maupun artian substanstif (Procedural coordination and substantif coordination). Dengan procedural coordination dimaksudkan spesifikasi organisasi itu sendiri, yaitu gambaran umum mengenai perbuatan (tingkah laku) dan hubungan dari anggota-anggota organisasi. Substantive coordination berhubungan dengan isi aktivitas-​aktivitas organisasi.
Merujuk pada pendapat di atas, koordinasi prosedural dimaksudkan untuk menguraikan organisasi itu sendiri, artinya uraian umum tentang perilaku-perilaku dan hubungan-hubungan dari anggota-anggota organisasi. Koordinasi prosedural membevntuk garis-garis wewenang dan menguraikan suasana kegiatan dan wewenang dari tiap anggota organisasi. Koordinasi substantif, berhubungan dengan isi atau beban kegiatan yang dipikul oleh suatu organisasi. Lebih lanjut Syafrudin (1993: 85) mengemukakan bahwa selain dari berbagai macam atau jenis koordinasi yang dikemukakan itu, dikenal pula adanya koordinasi yang bersifat paksaan (coercion coordination) dan koordinasi yang bersifat sukarela (voluntary coordination). Pemerintah daerah yang dianggap sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, secara operasional dapat melaksanakan koordinasi dengan unit-unit atau bagian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan tersebut. Sifat koordinasi secara yuridis mengalami pergeseran, dimana pemerintah daerah justru lebih banyak berperan untuk melaksanakan koordiansi sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Pada posisi ini, koordinasi merupakan hal mutlak bagi setiap organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, harus disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan koordinasi hanya mungkin terjadi, manakala ada kesadaran dan kesediaan dari semua pihak yang terlibat dalam organisasi, baik yang berada di level paling bawah sampai pada level paling atas. Dalam konteks ini, koordinasi jelas menuntut sikap dan perilaku tertentu dari orang-orang, kepala unit, maupun kepala instansi yang terlibat dalam menentukan pencapaian tujuan organisasi.
Koordinasi merupakan salah satu fungsi yang strategis dan oleh karena itu membutuhkan suatu komitmen yang kuat dari para pihak untuk mewujudkan pelaksanaan koordinasi tersebut. Pentingnya fungsi kordinasi antara lain Koontz, Harold and Cyriil O’Donnel. (1996:14) berpendapat bahwa "dalam arti luas, manajemen mengandung makna mengkoordinasikan". Selanjutnya, Koontz, Harold and Cyriil O’Donnel. (1996:78) mengatakankan bahwa "koordinasi sebagai hakikat manajemen, sebab pencapaian perpaduan usaha individu menuju pencapaian usaha kelompok adalah maksud manajemen".

Mengikuti pandangan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pimpinan pada setiap level organisasi sudah seharusnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi koordinasi. Fungsi-fungsi manajemen lainnya, secara operasional diyakini tidak akan memberikan kontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi, manakala berjalan sendiri-sendiri. Bahkan setiap fungsi manajemen lainnya, tidak bisa terlepas dari dukungan fungsi koordinasi, oleh karena itu dapat dimengerti apabila fungsi dan peran koordinasi dalam konteks manajemen dianggap sangat penting.

Pada sisi lain Dimock & Dimock (1986:173) membuat pernyataan yang sangat penting bagi pemerintahan, yaitu bahwa "aparatur pemerintah harus memiliki kemampuan mengkoordinasikan yang tinggi (high ability to coordinate)". Sementara Stoner and Freeman (1996:12) menyatakan bahwa "koordinasi adalah proses menyatukan aktivitas dari departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran yang efektif'. Menyimak pendapat di atas bahwa proses aktivitas menyatukan pendapat, pemikiran dalam rangka menguatkan pandangan tersebut, Winardi (1993:15) menegaskan bahwa "manajemen pada semua tingkatan harus memusatkan perhatian pada koordinasi".
Sejalan dengan pandangan di atas, Pfiffner & Presthus dalam Sugandha (1988:21-22) berpendapat bahwa "koordinasi merupakan tugas pokok 'centraltask' dari seorang eksekutif dalam suatu organisasi, dan koordinasi merupakan pusat kekuatan 'central force' dalam administrasi". Dari sisi pemerintahan. Syafrudin (1993:91) memandang bahwa. "koordinasi sebagai poros dan penjagakeseimbangan serta kelancaran berputarnya mesin pemerintahan yang ada diseputarnya".

Salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian oleh para pimpinanorganisasi secara hierarkis, yaitu bagai mana cara atau metode pendekatan yangdapat digunakan untuk menerapkan fungsi koordinsi dalam suatu organisasi agarkoordinasi ini menjadi efektif. Pada posisi ini Stoner and Freeman (1996:14) mengemukakan tiga metode pendekatan yang dapat dikembangkan untukmencapai koordinasi yang efektif, yaitu:

a. Pendekatan dasar yang hanya mempergunakan teknik-teknikmanajemen dasar, yaitu: (1) hirarki manajemen, (2) rencana dantujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan serta, (3)peraturan dan prosedur,

b. Meningkatkan koordinasi potensial melalui: (1) sistem informasivertikal, (2) menciptakan hubungan-hubungan lateral (horizontal).Pendekatan ini diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasimenjadi saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi.

c. Disamping meningkatkan koordinasi potensial, perlu pulamengurangi kebutuhan akan koordinasi, melalui: (1) penyediaanatau tambahan sumber daya untuk satuan-satuan organisasi, (2) penciptaan/ pengelompokan satuan-satuan tugas yang berdirisendiri (unit independen)..
Berdasarkan ketiga metode pendekatan tersebut, dapat dikembangkanmekanisme koordinasi yang efektif, yaitu koordinasi yang bersifat vertikal secarainternal dan eksternal dan koordinasi horizontal secara internal dan eksternal. Dalam perspektif lain, Follet dalam Winardi (1993:183) berpandangan bahwa: "Ada tiga faktor penting untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu: (1) melalui kontak langsung antara orang-orang yang terlibat secara langsung, (2) iaharus dimulai pada tahapan paling dini perencanaan dan pembuatan kebijakan, (3) merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. 
Stoner and Freeman (1986:14), menekankan bahwa "komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif. Semakin besar ketidakpastian dari tugas yang dikoordinasikan, semakin besar keperluan informasi". Pada sisi lain, Winardi (1993:183) berpendapat bahwa:

“Koordinasi akan menjadi lebih mudah apabila mereka memahami jabatan masing-masing pihak dan mereka akan lebih banyak mencapai kompromis, apabila dilaksanakan pertukaran informasi. Koordinasi terjadi secara vertikal dan horizontal, dan adalah penting sekali bahwa otoritas dan tanggung jawab didelegasi secara jelas demikian rupa, sehingga para kepala departemen mengetahui bagaimana batas-batas perilaku yang diizinkan. Apabila otoritas tumpang tindih, maka koordinasi akan menjadi sulit”. 
Pada dasarnya, yang menjadi pusat perhatian dalam fungsi koordinasi adalah individu-individu yang terlibat dalam aktivitas organisasi, baik sebagai pihak yang dikoordinasikan maupun sebagai pihak yang mengkoordinasikan. Untuk itu, Hersey dan Blanchard (1995:180) menekankan bahwa:

“Koordinasi yang paling baik terjadi apabila individu-individu melihat bagaimana pekerjaan mereka menyumbang kepada cita​cita yang dominan dan organisasi itu. Hal ini menunjukan adanya pengetahuan dan pengertian tentang tujuan organisasi. Tidak hanya oleh segelintir orang dan pimpinan puncak, tetapi juga oleh setiap orang pada organisasi itu”.
Ungkapan di atas mengisyaratkan bahwa individu-individu dalam struktur organisasi masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang terperinci dan jelas. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi melalui tugas dan fungsi yang diemban individu-individu itu, sangat tergantung pada tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi secara hierarkis, yang tidak hanya terbatas pada koordinasi vertikal internal-eksternal, tetapi jugamencakup koordinasi horizontal internal-eksternal. 
Dalam konteks ini, Winardi (1993:181-182) mengatakan bahwa:

“Agar supaya koordinasi berhasil secara efektif, maka koordinasitidak boleh dilaksanakan dengan cara otoriter, tetapi ia perludirangsang dengan cara demokratis dimana setiap orang turutberpartisipasi dengan cara yang diseragamkan. Koordinasiberoperasi secara vertikal dan horizontal serta ia perludilaksanakan pada waktu yang tepat”.
Berkaitan dengan hal di atas, Soerjono (1996:102) menekankan bahwa "koordinasi sebagai piranti pimpinan manapun selalu menghendaki kejelasan mulai dari visi, misi, tugas pokok dan fungsi suatu organisasi, dimana didalamnya diperlukan keterpaduan kegiatan dengan instansi terkait lainnya". 

Dilihat dari sisi pelaksanaan program pembangunan daerah yangmemerlukan adanya keterpaduan diantara berbagai komponen, Tjokroamidjojo (1986:85) mengemukakan tentang bagaimana seharusnya koordinasi itu dilaksanakan, sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan sektor atau antar sektor yang melibatkan berbagai departemen/lembaga, maka fungsi koordinasi sangat penting dilaksanakan dengan cara Pertama, perlu diperjelas siapa atau badan/ lembaga mana yang secara fungsional paling berwenang dalam pelaksanaan program suatu sektor atau antarsektor, untuk diserahi wewenang mengkoordinasikan. Kedua, penyusunan pelaksanaan program perlu adanya kejelasan tugas danfungsi yang harus dilaksanakan masing-masing pihak yangterlibat/terkait. Ketiga, dalam pelaksanaan program itu, prinsip fungsionalisasi perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yangserasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Keempat, perludikembangkan hubungan kerja yang lebih balk, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau panitia kerjasama dengan tanggungjawab koordinasi yang jelas. Kelima, perlu pula diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaanpembiayaan”.
Menelusuri berbagai pandangan di atas, dapat dicermati bahwa koordinasi merupakan fungsi manajemen yang sangat mudah untuk diucapkan tetapi sangatsulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitment yang kuat dariberbagai pihak yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi. Melalui mekanisme pengkoordinasian dapat ditelusuri melalui hirarki manajerial, aturan dan prosedur serta rencana dan penetapan tujuan agar elemen-elemen yang terkoordinir dengan pelaku manusia yaitu keseimbangan hubungan formal dan informal berdasarkan tuntutan publik. Pengertian koordinasi menurut Syafrudin (1996:286) adalah:
“Suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan​tujuan yang telah ditetapkan. Selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan”.
Mencapai tujuan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, seringkali dibagi menjadi unit-unit yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga perbedaan tersebut menimbulkan spesialisasi dalam pekerjaan.Namun agar tujuan utama, tercapai secara efektif dan efisien maka diperlukan koordinasi. Jenis-jenis koordinasi ini dimaksudkan untuk membedakan sifat organisasi yang dijalankan agar kegiatannya berjalan sesuai dengan pencapaian hasil yang diharapkan.
Kaloh (1995:74) mengatakan bahwa beda koordinasi intern dan koordinasi fungsional adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi Intern, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasannya langsung. Dalam koordinasi ini kepala/manager wajib mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan daripada bawahannya, apakah bawahannya telah melakukan tugas pekerjaannya sesuai dengan kebijaksanaan atau tugas pokoknya.

b. Koordinasi Fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan secara horizontal. Hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri tanpa bantuan organisasi lainnya.

a) Koordinasi fungsional yang bersifat intern, yaitu bahwa unit-unit dalam organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal. Koordinasi fungsional ini diperlukan, karena antara unit satu dengan unit lainnya mempunyai hubungan kerja secara fungsional.

b) Koordinasi Fungsional yang bersifat ekstrem, ialah koordinasi antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Hal ini mungkin menyangkut satu atau beberapa organisasi. Koordinasi fungsional ini dilakukan, karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari organisasi lainnya. 
Pembedaaan ini untuk memberi arah kejelasan antara koordinasi yang dilakukan pimpinan, antara inter dan fungsional yang tujuannya pencapaian hasil kerja secara bersama-sama. Koordinasi berhubungan dengan tugas menyatu padukan kegiatan-kegiatan guna menjamin suksesnya pencapaian tujuan. Sebagaimana dinyatakan Sugandha (1991:27) bahwa:

Koordinasi bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan dari kegiatan organisasi. agar dapat berjalan terarah, terpadu dan serasi walaupun didalamnya terdapat berbagai unit kerja yang saling berlainan tugas atau fungsinya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
Sistem administrasi merupakan mekanisme kedua untuk bentuk koordinasi pengarahan atas berbagai kegiatan, sebab bagian terbesar deri upaya koordinatif dalam organisasi berada pada arus pekerjaan rutin di garis horisontal. Kaloh lebih lanjut (1995:41) mengatakan bahwa pentingnya koordinasi yaitu:

a) Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap organisasi itu. Karena itu maka koordinasi adalah memberikan sumbangan (kontribusi) guna tercapainya efisiensi terhadap usaha-usaha yang lebih khusus, sebab kegiatan-kegiatan organisasi itu adalah dilakukan secara spesialisasi (khusus). Bila tidak akan terjadi pemborosan yaitu: pemborosan uang, tenaga dan alai-alai (waste of money, waster of man power, waster of materials).

b) Koordinasi mempunyai efek terhadap moral daripada organisasi itu, terutama yang berhubungan dengan peranan kepemimpinan (leadership). Kalau kepemimpinannya kurang balk, maka la kurang melakukan koordinasi yang balk. Oleh karena itu koordinasi menentukan/mempengaruhi terhadap keberhasilan daripada kepemimpinan.

c) Koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan daripada personal di dalam organisasi itu. Artinya bahwa unsur pengendalian personal dalam koordinasi itu harus selalu ada. Orang tidak selalu dibebaskan begitu saja, tetapi harus diperhatikan pekerjaannya dan akan merasa senang bila mendapat penghargaan dari hasil kerjanya, sebab kalau terjadi suatu kekeliruan biasanya yang selalu disalahkan ialah bawahannya, padahal seharusnya adalah tanggung jawab dari pimpinan, yang antara lain karena kurang mengadakan koordinasi.

Winardi (1993:15) menyatakan: "agar organisasi yang bersangkutan dapat bekerja secara harmonis serta efisien, maka manajemen pada semua tingkatan, harus memusatkan perhatian mereka pada koordinasi". Namun demikian pelaksanaan koordinasi ini mudah untuk diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan, terutama dalam organisasi yang lebih kompleks dengan banyak jenjang dan jumlah bagian yang sudah terspesialisasikan. Berkaitan dengan pendapat tersebut diatas dikemukakan oleh Sugandha (1991:28) yang menyatakan bahwa:

“Koordinasi adalah aktivitas yang paling banyak menyerap biaya, tenaga, dan pikiran. Deegan diterapkannya prinsip pembagian pekerjaan, maka spesialisasi berkembang, dan menimbulkan keperluan akan adanya koordinasi. Semakin banyak pembedaan kegiatan-kegiatan dan pengkhususan pekerjaan, akan semakin sulit masalah-masalah koordinasi.

Pengkoordinasian pada hakikatnya merupakan tugas yang sulit dilakukan karena berbagai perbedaan yang ada di dalam organisasi seperti misalnya: perbedaan tujuan, waktu, hubungan perorangan, formalita struktur, dan lain-lain. Tujuan perorangan mungkin berbeda dengan tujuan organisasi, bagian pemasaran mungkin cepat dapat melaksanakan kegiatan, bagian penelitian perlu waktu lebih lama, dan lain-lain”.
Pada dasarnya menyimak pendapat ini bahwa koordinasi merupakan adanya pembagian kerja dari masing-masing unit kerja untuk menghilangkan perbedaan yang ada didalam organisasi menuju suatu tujuan untuk tercapainya sasaran yang telah ditentukan. Lebih lanjut Sugandha (1991:34) mengatakan bahwa: "Adanya pembedaan horizontal dan vertikal menghadapkan organisasi-organisasi dengan masalah kontrol, komunikasi, dan koordinasi. Apalagi bila pembedaan antara vertikal dan horizontal semakin besar". Semua organisasi biasanya menetapkan beberapa mekanisme yang berbeda untuk mewujudkan koordinasi.
Sugandha (1991:35) menyatakan bahwa:

“Menyarankan digunakannya tiga metode yang bersifat umum, yaitu 'directive' (pengarahan), 'Voluntary' (kesukarelaan), dan `facilitated' (mempermudah). Salah satu bentuk koordinasi pengarahan ialah koordinasi hirarkis, dengan menempatkan berbagai kegiatan terkait satu sama lain di bawah wewenang pusat”
Piramida organisasi bisa terlihat bahwa hanya ada satu posisi puncak yang paling menentukan bagi koordinasi semua kegiatan, tampaknya bagi organisasi yang besar tidak mungkin lagi mengandalkan koordinasi hirarkis. Masalah besar lainnya ialah komunikasi dari atas ke bawah tidak mungkindilaksanakan oleh pemegang kedudukan puncak, misalnya untuk memiliki informasi yang diperlukan bagi koordinasi kegiatan-kegiatan pada level yang lebih bawah.
Jenis yang kedua ialah koordinasi melalui cara-cara kesukarelaan. Banyak kegiatan bisa dikoordinasikan atas dasar kehendak dan kemampuan seseorang atau kelompok untuk secara bebas menemukan cara-cara menyatupadukan kegiatan-kegiatannya dengan bagian-bagian lain dariorganisasi. Mewujudkan koordinasi semacam ini merupakan upaya paling penting bagi seorang pimpinan meskipun juga merupakan masalah yang sulit. Syaratnya ialah, tiap orang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tujuan-tujuan organisasi, memahami informasi mengenai masalah khusus koordinasi, dan motivasi untuk mengerjakan sesuatu menurut cara dan pertimbangan sendiri.
Selain itu melihat dari prinsip-prinsipnya Sugandha (1991:36) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip koordinasi adalah:

1. Menyederhanakan organisasi, bagian-bagian yang secara konstan berhubungan dan bekerjasama ditempatkan dalam satu sistem;

2. Harus diadakan prosedur yang terang dan jelas dari setiap orangmengetahui dan mengikutinya sehingga waktu penyelesaian tepat ditentukan tanggal (deadline) penyelesaian;

3. Sedapat mungkin dipakai metode komunikasi tertulis;

4. Sebaiknya diadakan rencana secara dini;

5. Para karyawan diminta/didorong agar mengadakan koordinasisecara sukarela;

6. Koordinasi dilakukan secara formal melalul pimpinan, stafpembantu, panitia maupun pejabat penghubung, walaupun kontaktak formal perlu dikembangkan.
Uraian di atas dapat diketahui bahwa prinsip koordinasi bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan dari kegiatan organisasi agar dapat berjalan terarah, terpadu dan serasi walaupun di dalamnya terdapat berbagai unit kerjayang saling berlainan tugas dan fungsinya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
Mengukur efektivitas koordinasi, Farland (1979:209) mengemukakan bahwa:

“Coordination is defined as the leadership activity designed to establish unity of effort toward a common purpose. It is the blended, integrated, total performance that is primary. Coordination is a leadership responsiblity and a managerial duty of utmost importance. Top administrators, in particular, find coordination apressing matter.

The development and maintenance of effective coordination involves (1) keeping authority and responsiblities clearly define; (2) checking, observing, and appraising the nature and extent of conflicting elements; and (3) facilitating effective communication”.
Melihat dari fungsi koordinasi dalam suatu organisasi adalah merupakan implementasi dari usaha yang dilakukan untuk pengaturan hubungan kerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan, hal ini digambarkan oleh Suryadinata (1991:150) mengatakan:

Koordinasi sebagai salah satu fungsinya dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk merealisasikan langkah dan kegiatan antara berbagai fungsi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi menurut pengertian administrasi dan pembangunan adalah tempat kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerja sama dari berbagai instansi/pejabat yang mempunyai tugas wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
Lebih lanjut pendapat tersebut diatas didukung oleh Stoner and Freeman (1986:23). mengatakan: Three approaches to achieving effective coordination. Using basic management techniques, increasing the potential for coordination, and reducing the need for coordination. Berdasarkan pengertian diatas, ada tiga cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan koordinasi yang efektif yaitu: menggunakan tehnik manajemen dasar meliputi (hirarki  manajerial, peraturan dan prosedure, rencana dan sasaran), meningkatkan koordinasi potensial meliputi (sistem informasi vertikal, hubungan lateral), mengurangi kebutuhan akan koordinasi meliputi (menumpuk sumber daya, unit independen).
Moorhead dan Griffin (1995: 383) mengatakan, “Three basic mechanisms are used to help coordinate the deviced tasks deparmentalization, span of control, and administrative hierarchy. Pengertian di atas ada tiga mekanisme penting yang dapat digunakan untuk mengkoordinir tugas-tugas yang tersebar yaitu departementalisasi, jangka waktu kontrol, dan hirarki administratif. Mekanisme ini difokuskan pada pengelompokan tugas-tugas dengan beberapa cara yang cermat, mengadakan kelompok-kelompok kerja dalam jumlah yang dapat diatur dan membuat suatu sistem hubungan-hubungan pelaporan diantara para bawahan dan pimpinan organisasi.
Metode koordinasi vertical yang disampaikan oleh 
Bartol
 dan Martin (2002:291) mengemukakan:

“Vertikal coordination is the linking of activities at the top of the organization with those at the middle and lower levels in order to order to achieve organization goals. Without such coordination, the various part of the organization have difficultyingeffectively together. Five particularly important means of achieving effective vertikal coordination are formalization, span of management, centralization versus decentralization, delegation, and line and staff positions”.
Berdasarkan pendapat di atas koordinasi vertikal adalah hubungan aktivitas-aktivitas pada tingkat atas dari organisasi dengan aktivitas-aktivitas pada tingkat menengah dan pada tingkat yang lebih rendah untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa adanya koordinasi tersebut, berbagai bagian dari organisasi akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif. Ada lima cara yang sangat penting untuk mencapai koordinasi vertikal yang efektif adalah formalitas, ruang manajemen, sentralisasi, delegasi, dan posisi-posisi staf dan bawahan. Selanjutnya mengenai metode koordinasi horizontal Bartol dan Martin (2002:98) mengatakan:

“Instead, most organizations take steps to facilitate horizontal coordination, the linking of activies across departments at similar levels. Horizontal coordination provides an additional means of processing information in organizations. Because horizontalcoordination facilitates processing information across the organization, it also helps promote innovation”.
Berdasarkan pengertian di atas dijelaskan bahwa sebagian organisasi mengambil langkah untuk mempermudah koordinasi horizontal, hubungan aktivitas-aktivitas di seluruh departemen pada tingkat-tingkat yang sama.Koordinasi horizontal memberikan suatu cara tarnbahan untuk memproses informasi di seluruh organisasi, maka hal ini juga membantu meningkatkan inovasi.
Lebih lanjut Bartol dan Martin (2002:115) mengatakan: Three major or means that are particularly useful in promoting horizontal coordination are slack resources, information system, and lateral relations. Jadi ada tiga cara utama yang sangat berguna dalam meningkatkan koordinasi horizontal adalah sumber-sumber yang berkurang, sistern-sistern, informasi, dan hubungan-hubungan lateral.
Pemahaman di atas menyebutkan tiga cara utama yang sangat berguna adalah sumber-sumber yang berkurang dan ini harus diperhitungkan oleh pimpinan organisasi karena sumber-sumber ini pada suatu saat tertentu dapat berkurang oleh sebab itu harus dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam pemanfaatannya. Sistem-sistem informasi harus dibuat atau dirancang agar memudahkan pelaksanaan koordinasi. Hubungan‑hubungan lateral antara unit-unit dalam organisasi harus jelas sehingga masing-masing unit dalam organisasi dapat memahami tugasnya masing-masing agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi duplikasi karena masing-masing unit sudah mengetahui tugasnya masing-masing.
Sebagaimana dikatakan oleh Supriatna (1996:170) agar koordinasi dapat diwujudkan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

“Agar masing-masing pihak hendaknya berwawasan integralistik, sehingga merasa merupakan satu kesatuan dengan pihak yang lain, dan selalu mendahulukan kepentingan umum. Pendekatan yang perlu dilakukan hendaklah menggunakan pendekatan inter disiplin (ilmu pengetahuan), lintas sektoral dan multi fungsional. Penggunaan metode dan sarana koordinasi dan hubungan kerja hendaknya secara tepat, tergantung dari pokok masalah yang perludikoordinasikan serta luas jangkauan pihak-pihak yang perlu dikoordinasikan”.
Memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pada hakikatnya koordinasi itu merupakan salah satu fungsi di dalam manajemen yang harus dilaksanakan sebagai akibat dari pembagian tugas, dimana tugas-tugas itu hanyalah merupakan sebagian tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan.Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut berarti semua unit atau bagian dan lingkungan kerjanya wajib bahkan harus selalu melakukan koordinasi baik kedalam maupun keluar dan baik secara vertikal, horisontal maupun secara diagonal.
Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai yang ditetapkan dalam visi dan misi masing-masing pemerintah daerah, untuk terlaknanya kegiatan dimaksud tentunya diperlukan pengendalian untuk menjamin kegiatan tersebut berjalan pada norma-norma yang ditetapkan oleh organisasi. Selain itu untuk berjalan penyelenggaraan pemerintahan didamping adanya pengendalian tidak terlepas pula adanya koordinasi baik diantara lingkungan organisasi tersebut maupun dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Koordinasi dalam pelaksanaannya adalah merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting sebagaimana dikemukakan oleh Syafrudin (1976:220) bahwa: koordinasi suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk mengserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi diartikan sebagai suatu proses bagaimana suatu kegiatan diserasikan dalam mengambil langkah-langkah untuk tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
2.1.4. Konsep Kinerja Pegawai

Kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen untuk menilai kinerja pegawai secara jujur dan adil akan bermanfaat bagi pegawai maupun bagi organisasi,  mengukur keberhasilan atau kemajuan untuk jangka waktu tertentu apakah telah sesuai standar atau belum, sehingga tujuan dan sasaran baru di waktu mendatang dapat disusun kembali. Dengan demikian hasil dari penilaian kinerja dapat memperbaiki keputusan-​keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada pegawai tentang pelaksanaan kerja.

Beberapa pendapat tentang kinerja dapat dikemukakan antara lain Sedarmayanti (2001:50) menjelaskan bahwa kinerja: “kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi“. Berdasarkan uraian tersebut pada dasarnya untuk menghasilkan kinerja pegawai yang optimal dapat menghasilkan atau out put yang diinginkan oleh organisasi.
Hakekatnya seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya diharapkan untuk menunjukkan suatu performance yang terbaik yang bias ditujukan oleh pegawai tersebut. Selain itu performance  yang ditujukan oleh seorang pegawai tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang penting, artinya bagi peningkatan hasil kerja yang menjadi tujuan dari organisasi atau instansi pegawai tersebut berbeda.

Performance atau kinerja ini perlu senantiasa diukur oleh pimpinan agar dapat diketahui, sampai sejauh mana perkembangan kinerja dari seorang pegawai pada khususnya dari organisasi pada umumnya. Pendapat lain mengenai  kinerja diberikan oleh Dawson yang dikutip oleh Ruky (2001:105)  sebagai berikut: “Kinerja pegawai adalah sesuatu yang dicapai, prestasi kerja yang diperlihatkan tentang kemampuan kerja pegawai, sehingga menghasilkan sesuatu yang maksimal”. 
Kinerja menurut Whittaker dalam Ruky (2003:47) yang dikutip dari Lembaga Administrasi Negara dan. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan yaitu: Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai penelitian yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah dicapai. Kinerja atau performansi biasanya berkaitan dengan kualitas hasil output. LAN (1999:2) mengemukakan sebagai berikut:
Kinerja adalah performance yaitu hasil kerja yang dapatdicapaioleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalamrangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutansecara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moralmaupun etika.
Pendapat para ahli dapat ditafsirkan bahwa kinerja pegawai erat kaitannya dengan hasil pekerjaan seseorang di dalam suatu organisasi. Adapun pendapat dari Bernandin dan Russell yang dikutip oleh Gomes (2003:135) mengenai pengertian kinerja atau performansi sebagai berikut, “Performansi adalah catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. 

Leap and Crino (1993:331) mengemukakan hasil penilaian kinerja pegawai merupakan alat untuk mengetahui:

1. Performance feedback. Most employees are very interested in how well they are doing at present, as well as how they can do better in the ,future.

2. Employee Training and Development Decisions. Performance appraisal results may be used to determine whether an employee or group of employees will require additional training and development.

3. Validation of Selections Programs. Performances appraisal provides a means of validating both internal (promotions and transfers) and external (hiring new employees from outside source) selection programs. Documentation and support of personnel decision (compensation, decisions, promotion, tranfers and lay off decisions).

4. Grievance and Discipline Programs. Performance appraisal results can be used an important source or documentation for formal grievances that are in connection with employee disciplinary actions.
Mengomentari pendapat tersebut di atas yaitu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja antara lain melalui; mengetahui kebutuhan, pendidikan, pelatihan serta pengembangan pegawai dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pemahaman terhadap tugas pokok, fungsi dan wewenang dang tanggungjawab yang dimilikinya.
Werther and Davis (1993:339), mengemukakan kegunaan penilaian kinerja sebagai berikut:

1. Performance improvement, yaitu meningkatkan atau memperbaiki hasil kerja yang telah dihasilkan selama ini.

2. Compesation adjustment, yaitu membantu pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan kompensasi lainnya.

3. Placement decision, yaitu hasil dari penilaian kinerja dapat digunakan untuk pertimbangan mutasi, demosi maupun promosi.
4. Training and development needs, yaitu melalui penilaian kinerja dapat diungkapkan kelemahan individu sehingga dapat ditetapkan jenis pendidikan dan pelatihan yang diperlukan.
5. Career planning and development, yaitu umpan balik penilaian kinerja dapat mengarahkan keputusan manajemen.
Mondy and Noe (1998: 394) menyatakan bahwa, "Performance appraisal is a formal system of periodic review and evaluation or an individuals job satisfaction". Selanjutnya Mondy and Noe (1992:471) mengatakan, ”Performace appraisal is the process by which an employee's contribution to the organization during a specified period of time is assed".
Ada kriteria-kriteria utama yang dikemukakan oleh para ahli sebagai panduan bagi penetapan kriteria penilaian kinerja pegawai yang lebih spesifik. Robbins (1993:330) menyebutkan kriteria : (a) quality of work (kualitas kerja), (b) quantity of work (kuantitas kerja), (c) job knowledge (pengetahuan akan tugas), dan (d) dependability (keandalan).

Bernardin and Russel (1993:383) menyebutkan kriteria: (a) quality, (b) quantity, (c) timeliness, (d) cost effectiveness, fectiveness, (e) need for supervision, dan (f) interpersonal  impact. Kebutuhan akan adanya suatu sistem penilaian kinerja terutama disebabkan karena pertumbuhan dari suatu organisasi di masa mendatang akan tergantung pada dimilikinya sumber daya manusia yang terlatih dan bermotivasi tinggi.

Gomes (2003:137), bertitik tolak dari kriteria penilaian ada tiga tipe penilaian kinerja, yaitu:
(1) result-based performance evaluation. tipe penilaian kinerja yang dilakukan dengan merumuskan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi dan melakukan pengukuran hasil-hasilnya.
(2) behavior-based performance evaluation; tipe penilaian kinerja yang beermaksud untuk mengukur tercapai sasaran dan bukan hasil akhirnya (end result ).
(3) judgment-performance evaluation. tipe penilaian kinerja yang menilai atau mengevaluasi kinerja pegawai berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik, seperti quantity of work, quality of work, job knowledge, cooperation, initiative, reliability, interpersonal competence, loyality, dependability, personal qualities dan yang sejenisnya.
Berdasarkan uraian tersebut bahwa kriteria penilaian terdiri dari 3 tipe yang menitik beratkan pada merumuskan kinerja dan tercapainya sasaran bukan pada hasil akhirnya dan menilai kinerja dengan mengadakan evaluasi berdasarkan perilaku diantaranya bagaimana kuantitas dan kualitas pekerjaan itu sendiri, loyalitas pegawai dan kualitas individu.

Pendapat yang hampir sama tentang penilaian kinerja dikemukakan Robbins (1995:328) mengatakan ada tiga pendekatan yang digunakan untuk melakukan penilaian yaitu: 
1. Absolute Standards

 Absolute Standards measuring an employees performance against some established standards. Included in this group are the following methods: the essay appraisal, the critical incident appraisal, the checklist, the adjective rating scales, forced choice and behaviorally anchored rating scales.

Absolute Standards membandingkan kinerja pegawai dengan standar yang ditetapkan organisasi. Termasuk dalam metode ini adalah the essay appraisal, the critical incident appraisal, the checklist, the adjective rating scales, forced choice and behaviorally anchored rating scales.
a.  The essay appraisal

The essay appraisal is a pappraisal method whereby an appraiser writes a narrative about the employee. The essay appraisal adalah metode penilaian di mana penilai memberikan gambaran tentang pegawai. Metode ini memberikan narasi/gambaran kekuatan, kelemahan, kinerja terdahulu, potensi yang dimiliki, dan saran pengembangan. Kelebihan dari metode ini ada pada kesederhanaan, artinya tidak memerlukan format penilaian yang komplek dan pelatihan bagi penilai. Namun kekurangannya adalah bahwa penilaian yang diberikan tidak terstruktur, memungkinkan melenceng dari inti penilaian, sulit untuk membuat perbandingan dengan pegawai lain dan hasil penelitian sangat bergantung pada kemampuan menulis dari penilai.
b. The critical incident appraisal

The critical incident appraisal is a methode that focuses on the key behavior that make the difference between doing a job effectively or ineffectively. The critical incident appraisal sama dengan the essay appraisal hanya saja difokuskan pada aspek-aspek kunci yang menentukan efektifitas pekerjaan. Kelebihan metode ini adalah difokuskan pada aspek kunci dari pekerjaan walaupun tetap sulit untukmembuat perbandingan diantara pegawai.
c.  The checklist appraisal

The checklist appraisal is a performance appraisal type in which a rater checks off those attributes of an employee that apply. The checklist appraisal adalah metode penilaian di mana penilai membuat daftar aspek-aspek kebiasaan (behavior) yang penting untuk suatu pekerjaan kemudian melakukan pemeriksaan dengan memberikan tanda (checklist) untuk aspek yang ditemukan pada pegawai.

d. Forced choice

Forced choice is a special type of checklist, but the rater must choose between two or more statements, all of which may be favorable or unfavorable. The appraiseer's job is to identify which statement is most for in some case least descriptive of the individual being evaluated. Forced choice adalah metode di mana penilai harus memilih diantara dua atau lebih pernyataan yang paling menggambarkan pegawai yang dinilai. Pernyataan-pernyataan yang ditulis menggambarkan dua aspek, yaitu pernyataan yang menunjukkan yang dilaksanakan secara efektif dan yang tidak efektif. Hasil penilaian akan menunjukan apakah pegawai cukup, efektif atau tidak dalam menjalankan pekerjaan.
e. The adjective rating scales

Salah satu metode yang tertua dan popular adalah the adjective rating scales. The adjective rating scales is a performance appraisal method that lists a number of traits and a range or performance. The adjective scales adalah metode penilaian yang membuat daftar (list) aspek pekerjaan dan kinerja yang berhasil dicapai dalam bentuk skala. Aspek pekerjaan yang dinilai misalnya kuantitas dan kualitas pekerjaan, pengetahuan pekerjaan, kerjasama, loyalitas, integritas dan ketergantungan pada pengawasan. Sedangkan skala yang digunakan biasanya dalam bentuk seorang secara adjectivelsifat, misalnya sangat memuaskan, memuaskan dan seterusnya untuk menggambarkan kinerja yang dicapai. Metode ini paling popular karena dapat menggambarkan behavior secara lebih spesifik, waktu relatif sedikit, analisis kuantitatif dan dapat dilakukan perbandingan antar pegawai.
2.  Relatives Standards

Pendekatan lain yang digunakan dalam penilaian kinerja adalah dengan membandingkan kinerja satu pegawai dengan kinerja pegawai yang lain. Metode yang paling popular dart pendekatan ini adalah: group order ranking, individual ranking, dan paired comparison.
a. Group order ranking

Group order ranking requires the evaluator top place employees into aparticular classification, such as 'top one fifth' or second one fifth'. Group order ranking mengharuskan penilai untuk mengelompokkan pegawai yag dinilai dalam kelompok-kelompok seperti lima besar, sepuluh besar dan setertisnya.
b. Individual ranking

Individual ranking method requires evaluator merely to list the employee in order from highest to lowest and only one can be 'best'. Individual ranking mengharuskan penilai untuk mengurutkan pegawai dari kinerja tertinggi sampai terendah. Metode ini sangat bermanfaat terutama dalam kondisi di mana hanya sedikit kesempatan posisi dalam organisasi untuk inilah besar kandidat yang memenuhi syarat.
c. Paired comparison

Paired comparison ranking individuals performance by counting the number of times any one individual is the preferred member when compared with all other employee. Metode ini merangking seseorang pegawai dengan cara menghitung berapa kali pegawai tersebut lebih balk jika dibandingkan dengan pegawai lain. Paired comparison akan membandingkan dua orang pegawai untuk setiap kriteria penilaian, membuat matriks dan kemudian merangking berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam matriks tersebut.
3. Objectives

Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan tujuan, yaitu sejauhmana mereka mencapai tujuan yang ditentukan oleh kesuksesan dalam menyelesaikan pekerjaan. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai management by objectives (MBO). Management by objectives (MBO) is performance appraisal method that includes mutual objective setting and evaluation based on the attainment of the specific objectives. MBO is a process that convert organizational objective into individual objectives. It consist of four steps: goal setting, action planning, self-control, and periodic review.
Selanjutnya sebagai bahan perbandingan penelitian yang dilakukan oleh peneleti dengan penelitian terdahulu dapat disampaikan sebagai berikut:
1.  Jaja Sutarja (2012) 
Melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Pengaruh Motivasi Kerja dan Koordinasi Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Bandung Raya”. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 

1. Motivasi kerja, koordinasi dan kinerja pegawai pada unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Bandung Raya sudah berjalan secara optimal walaupun dalam pelaksanaannya secara umum belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip motivasi kerja, unsur-unsur koordinasi dan prinsip kinerja pegawai, sehingga pelaksanaannya memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh.

2. Secara simultan motivasi kerja dan koordinasi memberikan pengaruh sangat besar dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Bandung Raya. Hal ini mengandung makna bahwa motivasi kerja dan koordinasi yang selama ini dilaksanakan belum sepenuhnya berjalan secara efektif, sehingga berpengaruh terhadap kinerja pegawai unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Bandung Raya. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat variable-variable lain di luar motivasi kerja dan koordinasi yang turut serta menentukan terhadap kinerja pegawai.
3. Secara parsial motivasi kerja memberikan pengaruh paling besar dibandingkan koordinasi terhadap kinerja pegawai. Adapun prinsip motivasi kerja yang pengaruhnya paling besar, sampai terkecil terhadap pegawai secara berurutan adalah prinsip keamanan kerja, pengakuan yang wajar, tempat kerja yang baik, penerimaan dari kelompok, upah yang layak, kesempatan untuk maju, pengakuan sebagai individu dan pengakuan atas prestasi. Keamanan kerja pengaruhnya sangat besar, artinya prinsip ini sangat dominan, sehingga menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kinerja pegawai pada unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Bandung Raya. Sedangkan pengakuan atas prestasi pengaruhnya kecil, artinya bahwa prinsip ini tidak dominan sehingga tidak menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kinerja pegawai, namun tetap harus dijalankan.
4. Secara parsial koordinasi memberikan pengaruh paling kecil dibandingkan dengan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Bandung Raya. Adapaun unsur yang pengaruhnya paling besar sampai terkecil terhadap kinerja pegawai secara berurutan adalah adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak, adanya ksepakatan dan kesatuan pengertian, adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator, adanya koordinasi yang dapat memimpin kerjasama, adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian, adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama dan adanya saling menghormati. Unsure adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak pengaruhnya paling besar, artinya unsur ini sangat dominan pengaruhnya. Sehingga menjadikan prioritas utama dalam meningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan unsur adanya saling menghormati pengaruhnya kecil, artinya unsure ini tidak dominan pengaruhnya. Sehingga  tidak menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kinerja pegawai.
2. Soleh Suryadi  (2005).

    Penelitian yang dilakukan adalah “Pengaruh koordinasi dan pengawasan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon” berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Secara parsial hasil penelitian mengungkapkan bahwa koordinasi telah memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon dibandingkan dengan pengawasan, hal ini mencerminkan bahwa koordinasi merupakan salah satu faktor yang cukup dominan dalam mendorong peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon.

2. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa koordinasi dan pengawasan secara bersama-sama memberikan pengaruh cukup kuat terhadap peningkatan kinerja pegawai di ,lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon, hal ini mencerminkan bahwa secara kuantitatif bentuk pengaruh antar variabel telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan secara empirik dapat diterima
3.   Sundawa (2011).

 Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Efektifitas Organisasi Pada Dinas Daerah Di Kota Bandung Rendah, hal ini diduga disebabkan oleh koordinasi  dan aparatur secara empirik telah memberikan kontribusi terhadap efektifitas organisasi dilingkungan Dinas Daerah Di Kota Bandung, baik secara parsial maupun simultan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya secara umum belum sepenuhnya didasrkan pada prinsip-prinsip organisasi yang meliputi adanya kesepakatan dan kestuan pengertian, adanya kesepakatan kegiatan atau tindakan, adanya ketaatan dari setiap pihak, adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama, adanya kerja sama, adanya informasi yang mengalir pada coordinator dan adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional dan faktor-faktor kemampuan aparatur yang meliputi pendidikan latihan dan pengalaman kerja sehingga pelaksanaannya memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh.
Secara simultan koordinasi dan kemampuan aparatur memberikan dampak yang sangat besar dansignifikan terhadap efektifitas organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini mengandung makna bahwa koordinasi dan kemampuan aparatur yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan secara efektif, sehingga mempengaruhi terhadap efektifitas organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa secara parsial koordinasi memberikan dampak yang kecil dan signifikan terhadap efektifitas organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Adapun dari prinsip koordinasi yang memberikan dampak paling besar terhadap efektifitas organisasi adalah prinsip adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional, artinya bahwa wewenang dan tugas, saling pengertian dan saling membantu dalam koordinasi pelaksanaanya diprioritaskan sesuai kebutuhan. Sedangkan prinsip yang dampaknya kecil adalah prinsip adanya saling tukar menukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama artinya bahwa akurasi, saling memahami, member dan menerima masukan dalam koordinasi tidak perlu diprioritaskan, namun tetap harus ditingkatkan agar efektifitas organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Disamping itu hasil penelitian menemukan secara parsial kemampuan aparatur memberikan dampak paling besar dibandingkan koordinasi, adapun factor kemampuan aparatur yang memberikan dampak paling besar adalah factor latihan artinya bahwa keterampilan pelatihan, pengembangan diri dan peningkatan pengetahuan dalam kemampuan aparatur pelaksanaannya diprioritaskan sesuai kebutuhan. Sedangkan factor yang dampaknya kecil adalah factor pengalaman kerja artinya bahwa lamanya bekerja, golongan kepegawaian dan keterampilan kerja tidak perlu diprioritaskan namun tetap harus ditingkatkan agar efektifitas organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung berjalan sesuai dengan tujuan.

4.  Rahmawati (2004).

Relevansi dengan peneliti adalah tentang koordinasi dan kemampuan aparatur Dinas Pendapatan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pencapaian Target di Kabupaten Cianjur, dengan menggunakan metode penelitian survey melalui pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari hasil perhitungan dan analisis data diketahui bahwa koordinasi dan kemampuan aparatur memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian target retribusi daerah baik secara bersama-sama maupun individu. Koordinasi memberikan total pengaruh terhadap pencapaian target retribusi daerah sebesar 10,73%, sedangkan variable kemampuan aparatur memberikan total pengaruh sebesar 21,04%. Besar pengaruh bersama-sama dari koordinasi dan kemapuan aparatur terhadap pencapaian target retribusi daerah adalah sebesar 31,8% sedangkan sisanya sebesar 68,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.
Sejalan dengan hasil penelitian ini dipandang perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan koordinasi yang meliputi pembagian tugas wewenang, semangat kerjasama dan fasilitas komunikasi serta didukung oleh kemampuan aparatur yang diukur melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.
5. Biller Panjaitan (2009) 
Meneliti mengenai Pengaruh kompetensi, motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai (survey pada Kantor Pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat) Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan analisis deskriptif kompetensi, motivasi, budaya organisasi dan kinerja pegawai dikategorikan baik berdasarkan hasil analisis verifikasi bahwa korelasi keempat variabel adalah erat, positif dan signifikan. Ini berarti bahwa terjadi sinergi yang positif antara kompetisi, motivasi, budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai.

Tabel 2.1
Perbandingan penelitian terdahulu dengan peneliti

	No
	Judul
	Teori terdahulu
	Teori peneliti
	Persamaan/Perbedaan

	1.

2.

3.

4.

5.
	Analisis pengaruh motivasi kerja dan koordinasi terhadap kinerja pegawai unit pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Bandung Raya. Jaja Sutarja (2012)
Pengaruh koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon. Soleh Suryadi (2005).
Efektivitas organisasi pada Dinas Daerah di Kota Bandung rendah (Sundawa 2011)

Pengaruh koordinasi dan kemampuan aparatur Dinas Pendapatan Daerah dan pengaruhnya terhadap pencapaian target di Kab. Cianjur. Rahmawati (2004).
Pengaruh kompetensi, motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Survey pada Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prop Jawa Barat  Biller Panjaitan (2009)
	Motivasi kerja dari Siagian (2004), Koordinasi dari Sugandha (1999) dan Kinerja pegawai dari Mitchell dalam Sedarmayanti 

(2001)

  Teori Koordinasi dari Sugandha (1991), Kinerja pegawai dari Mangkunegara       (2000).
Pembahasan satu variabel efektivitas organisasi.

Teori koordinasi, teori kompetensi pegawai dan teori kinerja pegawai.
Teori kompetensi, budaya organisasi dan teori kinerja pegawaiinerja pegawai
	Budaya organisasi dari Robbins (2008), koordinasi dari Sugandha (1991) dan Kinerja pegawai dari Mitchell dalam Sedarmayanti (2001)
Budaya organisasi dari Robbins (2008), koordinasi dari Sugandha (1991) dan Kinerja pegawai dari Mitchell dalam Sedarmayanti (2001)
Budaya organisasi dari Robbins (2008), koordinasi dari Sugandha (1991) dan Kinerja pegawai dari Mitchell dalam Sedarmayanti (2001)
Budaya organisasi dari Robbins (2008), koordinasi dari Sugandha (1991) dan Kinerja pegawai dari Mitchell dalam Sedarmayanti (2001)
Budaya organisasi dari Robbins (2008), koordinasi dari Sugandha (1991) dan Kinerja pegawai dari Mitchell dalam Sedarmayanti (2001)
 
	Persamaan Teori koordinasi  dan Kinerja pegawai.
Perbedaan teori Budaya organisasi.

Teori Budaya organisasi dari Robbins (2008), Teori kinerja pegawai dari Mitchell dalam Sedarmayanti (2001).

Teori budaya organisasi dari Robbins (2008), Teori Kinerja pegawai dari Mitchell dalam Sedarmayanti (2001),
Persamaan teori koordinasi
Perbedaan teori budaya organisasi dan teori kinerja pegawai.

Persamaan teori budaya organisasi.

Perbedaan teori koordinasi, teori kompetensi, teori motivasi dan teori kinerja pegawai,.



Sumber: diolah peneliti ( 2013 ).
Keterkaitan hasil Penelitian Jaja Sutarja (2012), Soleh Suryadi (2005), Sundawa (2012) Rahmawati (2004) dan Biller Panjaitan (2009) dengan penelitian peneliti yaitu ada persamaan perubahan variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Hasil penelitian tersebut diatas membawa inspirasi bagi peneliti terutama berkaitan dengan teori-teori dan kondisi saat penelitian dengan penelitian yang peneliti lakuakan dalam situasi yang tidak sama. Selanjutnya melihat situasi masa lalu dengan situasi yang sekarang dalam penerapan teori-teoriyang berbeda baik variabel bebas maupun variabel terikat. Dari sini akan tampak penerapan teori masa lampau dengan terapan teori masa kini pada obyek yang berbeda, sehingga penelitian ini memberkan bantahan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

2.2. Kerangka Berpikir

Konsep kinerja pegawai adalah merupakan hasil pekerjaan sebagai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan tanggung jawab individu atau kelompok ysng tergabung dalam organisasi. Kinerja Pegawai dikemukan oleh Simamora (1996:18) bahwa: 

Kinerja Karyawan (employee performance) adalah tingkat terhadap mana karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Penilaian kerja (performance assessment) adalah proses yang mengukur kualitatif maupun kuantitatif dari pelaksanaan pekerjaan. Penilaian pekerjaan merupakan salah satu fungsi mendasar dari personalia; kadang-kadang disebut juga dengan review kerja, penilaian kerja, evaluasi kerja, evaluasi karyawan atau rating personalia. Semua istilah tersebut berkenaan dengan proses yang sama.
Menyimak pendapat di atas menegaskan kinerja pegawai merupakan persyaratan pekerjaan para pegawai untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan sampai sejauh mana tingkat keberhasilan perencanaan tujuan Organisasi.

Keberhasilan pencapaian suatu tujuan, termasuk tujuan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya tidak akan efektif apabila dalam implementasi tidak berjalan dengan semestinya. Proses implementasi kebijakan dalam organisasi nmenbutuhkan pengkoordinasian yang baik agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi menjadi efektif dan efisien. Terciptanya pelaksanaan tugas secara optimal merupakan indikator bahwa kinerja pegawai juga telah optimal. 
Lebih lanjut lagi dikemukakan oleh Mitchell dalam Sedarmayanti (2002:52) mengemukakan lima indikator kinerja sebagai berikut:

1. Kualitas Kerja, ialah memajukan standarisasi terhadap tujuan yang akan dicapai maupun keefektifan organisasi dengan memenuhi kebutuhan pegawai seperti perlakuan adil, komunikasi, prestasi, harga diri, displin dan sebaginya.

2. Ketepatan waktu, ialah jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh seseorang atau sekelompok pegawai yang dikerjakan berdasarkan perintah dari atasan dalam kurun waktu tertentu.

3. Inisiatif, adalah aspek kinerja berdasarkan asumsi bahwa pegawai dalam peleksanaan kerja, sehingga pekerjaan apat diselesaiakan lebih cepat dengan kualitas yang lebih baik.

4. Kemampuan, ialah kecerdasan pegawai dalam menangkap informasi atau perintah yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja, sehingga pekerjaan dapat diselesaiakn lebih cepat dengan kualitas yang lebih baik.

5. Komunikasi, ialah aspek kinerja yang menjadi perantara penyampaian informasi pekerjaan dari atasan terhadap bawahan atau dari bawahan terhadap bawahan.
Ungkapan di atas menyatakan bahwa kinerja pegawai setidaknya terbentuk melalui lima indikator yang merupakan satu kesatuan saling melengkapi untuk terciptanya kinerja pegawai meningkat melalui kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif dan kemampuan serta komunikasi. Berkaitan dengan kinerja pegawai tersebut tentunya tdak terlepas dari budaya organisasi yang dilaksanakan sehingga budaya organisasi  berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai, dan hal ini dapat dilihat dari pendapat Chatab (2007:10) mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah: “Keyakinan, tata nilai dan persepsi umum yang dianut luas dalam membentuk dan memberi arti  kepada perilaku pegawai sehingga menjadi kebiasaan yang relatif sulit diubah”.
Keyakinan, tata nilai dan presepsi berdasarkan beberapa literatur adalah merupakan Budaya Organisasi yang membentuk perilaku pegawai yang dibawa kedalam suatu organisasi atau budaya organisasi tersebut telah ada dilingkungan organisasi yang pada akhirnya menjadi suatu ketentuan yang disepakati bersama oleh para anggota organisasi
Budaya organisasi sebagai suatu pola berpikir dan bertindak yang ditemukan, disepakati dan dikembangkan kelompok orang dalam organisasi biasanya dapat membantu penyelesaian dan pemecahan permasalahan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Lebih lanjut lagi Wirawan (2007:10) mengemukakan budaya organisasi sebagai berikut: 

Norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi dan sebagainya (isi budaya organisasi) yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga memengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku anggota organisasi dalam memroduksi produk, melayanai para konsumen dan mencapai tujuan organisasi.
Melihat pendapat diatas, terlihat bahwa budaya organisasi merupakan karakteristik organisasi, bukan individu. Dengan demikian budaya organisasi merupakan kepribadian organisasi itu sendiri. Budaya organisasi merupakan nilai moralitas yang dominan dalam rangka melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga diperoleh daya guna dan hasilguna pemanfaatannya untuk pengembangan organisasi pemerintah sekaligus dapat menjadi alat dongkrak profesionalitas pegawai didalamnya. Kesepuluh karakteristik tersebut  berkaitan dengan desain organisasi dan perilaku.
Seperti yang telah dijelaskan terdahulu, budaya organisasi memengaruhi kondisi kerja dalam organisasi sehingga dapat berdampak terhadap kinerja pegawai dalam organisasi. Siagian (1999:31) menguraikan sampai sejauhmana budaya organisasi yang kuat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, sebagai berikut:

Budaya organisasi yang kuat akan menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab yang besar dalam diri setiap anggota organisasi sehingga akan berupaya semaksimal mungkin menampilakn kinerja yang paling memuaskan tanpa harus selalu didorong dan diawasai apalagi dipaksa dan diancam dengan berbagai bentuk tindakan punitive. Bahkan kesediaan untuk berbuat lebih baik dan lebih banyak dari yang dituntut oleh deskripsi tugas pekerjaan seseorang yang dalam manajemen dikenal dengan efek pygmallion.
Budaya mempunyai arti penting dalam organisasi. Budaya merupakan pengendali sosial dan pengatur jalannya organisasi atas dasar nilai dan keyakinan yang dianut bersama sehingga menjadi norma kerja kelompok dan secara operasional disebut budaya kerja karena merupakan pedoman dan arah perilaku kerja karyawan (Chatab, 2007:10).
Chatab (2007:14) memberikan gambaran Dampak Budaya terhadap Kinerja dan Kepuasan di bawah ini:

Gambar 2.2
Dampak Budaya terhadap Kinerja dan Kepuasan
Budaya organisasi yang positif dan dianut secara konsisten akan mengahasilkan kekauatan yang tinggi dalam meningkatkan kinerja, keunggulan bahkan kepuasan kerja pgawai yang ada didalam organisasi. Budaya organisasi tersebut terbentuk dari tata nilai yang dianut dan kode tingkah laku masing-masing pegawai dan gabungan dari budaya lokal setempat.
Suatu organisasi yang kompleks, setiap pekerjaan perlu dikoordinasikan dengan bagian lain yang terkait agar diperoleh suatu hasil yang optimal. Dengan terciptanya koordinasi antar pegawai atau antar bagian dalam organisasi maka semakin  mudah tercipta kesepahaman dalam bekerja dan proses penyelesaian pekerjaan semakin mudah dan memungkinkan tercapai tepat waktu dan sesuai biaya yang direncanakan.
Winardi (1993:15) juga menyatakan: "agar organisasi yang bersangkutan dapat bekerja secara harmonis serta efisien, maka manajemen pada semua tingkatan, harus memusatkan perhatian mereka pada koordinasi"
Siagian (1999:22) mengemukakan pengertian dari koordinasi sebagai berikut:

"Koordinasi merupakan kegiatan yang menyatukan berbagai kegiatan yang saling berbeda-beda akan tetapi mempunyai tujuan yang saling berhubungan. Sasaran utama koordinasi adalah untuk mencipatakan'unity action' yang pada gilirannya akan menjamin keterpaduan pelaksanaan dan sekaligus meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerjasama antar komponen. yang terlibat".
Pendapat lain diungkapkan oleh Sugandha (1991:195) yang menjelaskan koordinasi adalah: ”Koordinasi merupakan penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efektif”.
Inti dari pendapat di atas menjelaskan bahwa koordinasi merupakan suatu usaha untuk menyatupadukan gerak dan langkah untuk mencapai tujuan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan tumpang tindih dari masing-masing bagian atau bidang dalam pelaksanaan pekerjaan. Adanya departementalisasi memerlukan pengkoordinasian agar tercipta sinergi dan kesinambungan pekerjaan antara satu bagian atau bidang dengan yang lain.
Koordinasi mengandung beberapa unsur yang merupakan bagian dalam upaya untuk mempermudah pencapaian tujuan dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Stoner (1986:13), yaitu:

1. Unit-unit organisasi-organisasi, adalah kelompok-kelompok kerja di dalam suatu organisasi yang tentunya mempunyai fungsi yang berbeda;

2. Sumber-sumber (potensi) atau potensi yang ada pada unit-unit suatu organisasi atau pada organisasi-organisasi, adalah tenaga kerja, keterampilan dan pengetahuan personilnya, teknologi, anggaran, serta fasilitas kerja lainnya;

3. Gerak kegiatan, adalah segala daya upaya, segala sesuatu tindakan yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat, maupun kelompok kerja dalam melakukan tugasnya;

4. Kesatupaduan, artinya terdapat pertautan atau hubungan diantara sesamanya, sehingga mewujudkan suatu integrasi atau suatu kesatuan yang kompak;

5. Keserasian, berarti adanya urut-urutan pengerjaan sesuatu yang tersusun secara logis, sistematis, atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi (pengulangan), perjumbuhan, maupun pertentangan;

6. Arah yang sama, dalam hal ini sebagai pedoman ialah sasaran yang sudah ditetapkan. Segala potensi itu diarahkan ke sasaran yang satu itu juga, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Disinilah sebenarnya fungsi administrasi itu beroperasi mulai dari penetapan sasaran sampai dengan penilaian dan pengawasan.
Pendapat di atas mengungkap bahwa koordinasi adalah merupakan suatu proses untuk mengembangkan dan menyatukan berbagai kegiatan untuk tercapai kinerja pegawai dan tujuan organisasi, dengan perkataan lain bahwa adanya keterkaitan antara koordinasi dan  kinerja pegawai sebagaimana dikemukakan oleh Tosi and Caroll (1995:95) bahwa:

Koordinasi adalah suatu proses untuk memelihara dan mengembangkan hubungan yang baik diantara kegiatan-kegiatan, dalam kenyataan ini sungguh-sungguh merupakan apa yang tiap tahap proses manajemen berusaha memberikan sumbangan. Perencanaan adalah suatu usaha untuk mengetahui secara dini masalah-masalah yang mungkin terjadi diantara unit-unit dan mengatasinya. Demikian pula pengorganisasian berusaha menjamin bahwa orang-orang dan sumber-sumber ditempatkan dalam hubungannya yang tepat satu sama lain. Memimpin berusaha mempengaruhi perilaku; pengawasan berusaha menjaga semua hal menjadi sesuai.
Berkaitan dengan budaya organisasi disampaikan pendapat dari Etzioni (1985 :44) sebagai berikut: 
“suatu pola dari asumsi dasar yang diciptakan, ditentukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu saat belajar menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah berjalan cukup baik untuk dianggap valid dan oleh karena itu untuk diajarkan kepada anggota sebagai cara yang benar untuk berpersepsi, berpikir, dan berperasaan sehubungan dengan masalah yang dihadapi”. 
Budaya organisasi adalah merupakan salah satu elemen atau bagian dari kinerja disampaikan oleh Simmons alih bahasa Soetopo (2010:125) menyatakan bahwa: “salah satu elemen budaya organisasi adalah kinerja karyawan yang menonjol dianggap penting dalam organisasi“. Hal ini mengisyaratkan bahwa budaya organisasi terdapat keterkaitan dengan kinerja pegawai yaitu bagaimana budaya organisasi dapat meningkatkan kinerja melalui pengembangan kemampuan dan pemikiran secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelayanan dan pola perilaku karyawan itu sendiri.
Selanjutnya Simmons alih bahasa Soetopo (2010:134) menyatakan bahwa: “Perubahan dari Budaya Organisasi akan berhasil dengan penyelarasan dan diserasikan antara unit - unit di organisasi elemen budaya organisasi yang berkaitan dengan penyelarasan diperlukan indikator Koordinasi”. Pendapat ini menitik beratkan kepada pimpinan untuk melakukan secara pribadi dan aktif dari suatu rencana organisasi yang harus diketahui oleh para pegawai, didalam organisasi sehingga pegawai benar-benar jelas maksud dan tujuan organisasi, rencana dan sasaran organisasi serta langkah dan strategi organisasi.

Hubungan Budaya Organisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kerja untuk membangkitkan kinerja pegawai seperti dikemukakan Sugandha (1991:74):

Budaya Organisasi yang baik akan terlihat dari koordinasi pimpinan dan Kinerja pegawai, dua hal utama yang perlu dikoordinasikan:

a. Mengarahkan dan mendorong Budaya Organisasi tepat sesuai dengan rencana serta pembagian tugas yang telah ditetapkan

b. Mengerti masalah pegawai, sehingga mampu merubah rencana menjadi tindakan terutama bagi pegawai baru (New Man)

Pendapat diatas menitik beratkan kepada pimpinan untuk melakukan secara pribadi dan aktif dari suatu rencana organisasi yang harus diketahui oleh para pegawai didalam organisasi sehingga pegawai benar-benar jelas maksud dan tujuan organisasi, rencana dan sasaran organisasi serta langkah dan strategi organisasi.

Selanjutnya untuk melihat keterkaitan antara Budaya organisasi dan koordinasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa barat, dapat terlihat dalam paradigma berpikir berikut ini: 
                                  S 
Sumber: Robbin (2008:256 ), Stoner (2003:13), Mitchel dalam Sedarmayanti (2001:51), Sugandha (1991:74), Simmons dalam Soetopo (2010:214) dan Tosi dan Carol dalam Moekijat (1995:19 )
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Paradigma berpikir\

2.3. Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini  sebagai berikut: 

1. Budaya Organisasi, Koordinasi dan Kinerja Pegawai pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat belum dilaksanakan secara optimal.
2. Budaya organisasi dan koordinasi besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
3. Budaya Organisasi melalui karakteristik-karakteristik inovasi dan keberanian mengambil resiko, perhatian pada hal-hal rinci, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan dan stabilitas besar pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
4. Koordinasi melalui unsur-unsur Unit-unit organisasi-organisasi, Sumber-sumber (potensi), Gerak kegiatan, Kesatupaduan, Keserasian, Arah yang sama besar pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
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